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MOTTO 

ٓ   اِنْ  هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ انَا لََ تُ ؤَاخِذْناَ وُ نَ فْسًا اِلَا وُسْعَهَا  لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ لََ يُكَلِّفُ اللّّٰ

ٓ   اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَو عَلَى الاذِيْنَ  مِنْ  قَ بْلِنَا  رَ ب انَ ا وَلََ  نَا ٓ   ربَ انَا وَلََ تَحْمِلْ عَلَي ْ ٓ   اَوْ اَخْطأَْناَ  نَا ناسِي ْ

ٓ   وَارْحَمْنَا انَْتَ  مَوْلّٰىنَا فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ   ٓ   وَاغْفِرْ  لنََا لْنَا مَا لََ طاَقَةَ لنََا بِو وَاعْفُ  عَناا تُحَمِّ

فِريِْنَ   الْكّٰ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

"Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin 

tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri 

meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan 

sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. 

Jadi, tetap semangat ya.” 

 

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan 

kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” 

  (Imam Syafi’i) 
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ABSTRAK  

Adisty Gita Anjani, (2024): Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan  

Homoseksual Di Pengadilan Agama 

Pekanbaru(NomorPerkara:1861/Pdt.G/202

2/PA.Pbr) 

Salah satu prinsip Perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan 

perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Namun, dalam perjalanan 

mengarungi  bahtera rumah tangga tidak selamanya mulus seperti apa yang 

diharapkan, pasti akan menghadapi rintangan yang menjadi permasalahan dalam 

rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik 

akan menimbulkan pada perselisihan dan berujung pada perceraian. Dalam 

mengajukan perceraian baik suami maupun istri haruslah memiliki alasan yang 

jelas mengenai alasan ingin melakukan perceraian.  

Dalam konteks Indonesia kebolehan perceraian diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yakni dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-

undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 

disebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Realita di 

lapangan tidak sejalan dengan apa yang termuat dalam peraturan Undang-undang, 

Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan No.1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr 

mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan 

bahwa suaminya adalah seorang homoseksual, yang diketahui alasan ini tidak 

terdapat dalam dua undnag-undang di atas sebagai alasan perceraian.   

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Dalam menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan metode 

analisis data kualitatif, dan rumusan masalah, yaitu Pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan homoseksual dan melakukan 

analisis.  

Analisis putusan tersebut dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis, 

apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil yang ada. Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara perceraian ini adalah bahwa keadaan rumah tangga 

penggugat dan tergugat yang sedang dalam kondisi tidak baik dikarenakan 

perilaku tergugat yang yang seorang homoseksual sehingga ia melalaikan 

kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun 

batin.  

Hukum Islam membenarkan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh 

majelis Hakim, karena perilaku homoseksual memang merupakan perilaku 

menyimpang yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jika perilaku menyimpang ini 

berada dalam suatu ikatan suci perkawinan maka akan mengakibatkan kerusakan 

pada ikatan suci ini dan sungguh hukum islam tidak menghendaki  kerusakan  

disetiap sendi kehidupan manusia.  

Kata kunci: Analisis, Putusan Hakim, Perceraian, Homoseksual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nikah sebagai sunnatullah yang ditentukan oleh Allah swt bagi 

makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam 

al-Qur’an dan Hadist, perkawinan disebut dengan al-nikah dan al-ziwaj/al-

zawaj atau az-zijah.  Allah STW berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21; 

ٓ  ا اَزْوَاجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  اَنْ  اّٰيّٰتِو وَمِنْ  هَا لِّتَسْكُنُ وْ  نَكُمْ  وَجَعَلَ  اِلَي ْ ٓ  اِنا  وارحَْمَةً  ماوَداةً  بَ ي ْ  فِيْ  

لِكَ   ي اتَ فَكارُوْنَ  لِّقَوْمٍ  لََّٰيّٰتٍ  ذّٰ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir."(QS. Ar-Rum: 21)
1
 

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang 

bermakna wathi‟ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut 

dengan al-dammu wa al-jam‟u, atau ibarat an al-wath wa al aqad yang 

bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.
2
 

Ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan wasilah 

pemeliharaan keturunan (Hifzh a-nasl) yang menjadi salah satu dari lima 

pokok tujuan syariat Islam (maqasid al-syariah). Perkawinan merupakan 

                                                           
1 Depatemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan , (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), cet. ke-2, h. 406 
2 Arisman, Menuju Gerbang Pernikahan, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), cet. ke- 1, h. 77-

78.  
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salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai 

salah manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan dalam al-Qur’an dan 

sunnah. 
3
Perkawinan itu tidak semata-mata proses akad suami istri tetapi 

sebagai nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga 

yang sakinah mawaddah wa rahmah.
4
 

Menurut Wahbah Zuhaily, perkawinan ialah akad yang 

membedakan terjadinya al-istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita 

atau melakukan wathi‟ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan 

wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.
5
 

Tujuan pernikahan dalam kitab fiqih munakahat banyak dijumpai. 

Menurut dari pendapat Wahbah Zuhaily dalam fiqih al-Islami wa 

Adillatuh, memberikan penjelasan singkat tentang tujuan (hikmah) 

disyari’atkannya pernikahan antara lain; memelihara seseorang dan 

pasangannya dari sesuatu yang haram, memelihara keberlangsungan hidup 

(jenis) manusia dengan memiliki keturunan, menjaga keturunan dan nasab, 

membentuk keluarga sebagai bagian dari masyarakat, mengokohkan 

perilaku saling menolong, mendapatkan cinta, menguatkan hubungan 

kekeluargaan dan menyempurnakan tradisi saling menolong dalam 

mewujudkan kemaslahatan. 

                                                           
3 Muktiali Jarbi,  “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Jurnal: Pendais, Vol. 1, No. 1, 

cet. ke- 4, 2019. 
4 Ibid, h. 3 
5 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; 

Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI. (Jakarta: 

Pranada Media, 2004), cet, ke-2. h. 38.  
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Tetapi pada kenyataannya perkara menyangkut hak dan kewajiban, 

sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, 

disebabkan: 

a. Suami egois dan tidak terbuka dalam rumah tangga. Pada waktu itu 

ada istri yang tidak tabah dan tidak sanggup menghadapinya serta 

tidak mau memahami setiap orang punya karakter yang berbeda satu 

sama lain, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran.
6
 

b. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup menggauli istri  

secara normal. Dalam hal istri tidak senang dengan keadaan suaminya 

seperti itu, maka timbullah krisis rumah tangga. Peristiwa ini 

menimbulkan pengaduan istri kepada pengadilan agama karena 

ketidak mampuan suami untuk bergaul dengan istri secara normal. 

Hal ini menjadi persoalan yang sangat penting karena dapat 

menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan putusnya pernikahan. 

Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselingkuhan yang 

dilakukan oleh salah satu pasangan. Sehingga kehidupan rumah tangganya 

tidak berjalan harmonis.
7
 Jika dihubungkan dengan Undang-undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian 

(putusnya perkawinan) diperbolehkan jika  salah satu pihak mendapat cacat 

                                                           
6 Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru, Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr. 
7 lfian  Tri  Laksono,  “Memahami  Hakikat  Cinta  Pada  Hubungan  Manusia  

Berdasarkan Perbandingan Sudut Pandang Filsafat Cinta dan Psikologi Robert Stenberg,” Jurnal 

Aqidah dan Filsafat Islam, Vol 7, No. 1, 2022, h. 108.  
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badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat  menjalankan kewajiban 

sebagai suami istri. 
8
 

Perceraian sejatinya hanya dapat dilakukan didepan muka 

persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan bunyi Pasal 

39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan perihal ini untuk orang yang 

beragama Islam di Pengadilan Agama. Percerian dapat dilakukan secara 

talak dan melalui gugatan. Berdasarkan kompetensinya, pada Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 66 stentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama cerai 

talak hanya diajukan oleh seorang suami dengan mengajukan kepada 

Pengadilan untuk melakukan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Beda 

halnya dengan cerai gugat dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan 

Agama menyatakan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau 

kuasanya kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan 

tempat kediaman tanpa izin dari tergugat. 

Gugatan yang dilampirkan di Pengadilan Agama biasanya 

berkaitan dengan pemenuhan nafkah oleh suami dan timbulnya penyakit 

yang menyebabkan terbengkalainya kewajiban salah satu pihak dalam 

membina rumah tangga. Pemenuhan nafkah terbagi menjadi 2(dua) bagian 

penting. Pertama nafkah lahir, ini merupakan nafkah fundamental yang 

                                                           
8 Ach.Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974”, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1, cet. ke-1, h. 128, 2018. 
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harus dipenuhi oleh pihak suami.
9
 Dimana nafkah ini mengharuskan pihak 

suami memberikan secara materiil dalam rangka memenuhi kebutuhan 

anggota keluarganya. Kedua nafkah batin, merupakan nafkah  yang  

berorientasi  pada  kebutuhan  biologis. 

Salah  satu  masalah  penghambat terjadinya pemenuhan nafkah 

batin adalah kelainan seksual.
10

 Kelainan seksual adalah salah satu bentuk 

perilaku seks yang menyimpang, dengan ditandai rasa tertarik secara 

perasaan (kasih sayang) hubungan emosional dan secara erotik terhadap 

jenis kelamin yang sama, dengan tanpa hubungan seks dengan mulut  atau 

pada dubur.
11

 

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru perkara 

percerian cerai gugat yang dikarenakan homoseksual yang dilakukan oleh 

suami, yaitu putusan perkara nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr. Apabila 

dihubungkan ketentuan Undang-undang perkawinan, perkara tersebut 

dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena kelainan seksual 

sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.  

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

ingin melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul penelitian: ANALISIS PUTUSAN 

                                                           
9 Novianti, Soraya Devi, Aulil Amri, “Perceraian Disebabkan Impotensi Menruut Ibnu 

Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh Nomor 

434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, Jurnal El-Hadahanah, Vol 1, No. 1, 2021,  h. 120, 2020. 
10 Daniel Yose Febrian, Faizah Bafadhal, ”Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember 

Nomor Perkara 645/Pdt.G/2021/PA.Jr”, Jurnal Zakeen , Vol 4, No. 1, 2023, cet. ke-1, h. 166, 

2023. 
11 Lita mardani Siregar, “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari seorang Isteri sebagai 

alasan Perceraian”, Jurnal Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2 No. 2, h. 136, 2019.  
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PERCERAIAN DIAKIBATKAN HOMOSEKSUAL DI 

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR PERKARA: 

1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr 

B. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada penilitian ini, agar objek 

penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, 

sehingga penelitian ini menjadi lebih terarah. Maka dari itu penulis 

membatasi masalah hanya seputar pada analisis putusan perceraian 

diakibatkan Homoseksual yaitu penyuka sesama jenis pada Putusan 

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Nomor 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, 

maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan perkara 

cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru 

Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 

1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr? 

2. Bagaimana analisis putusan perceraian yang diakibatkan Homoseksual 

di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan 

perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan 

perkara cerai gugat akibat Homoseksual di Pengadilan Agama 

Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/ 

2022.PA.Pbr. 

2. Untuk mengetahui analisis putusan perceraian yang diakibatkan 

Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berdasarkan 

putusan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2022.PA.Pbr. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi 

ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata. 

2. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Untuk peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai refrensi pengetahuan bagi yang membahas 

topik yang sama. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika penelitian ini terdapat lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN; dalam bab ini terdapat uraian latar 

belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan 

kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA; bab ini  pengertian perceraian, 

dasar hukum perceraian, perberdaan cerai gugat dan talak, pengertian 

Homoseksual, sejarah Homoseksual, dasar hukum Homoseksual dan 

kajian terdahulu (literatur review) yang berkesinambungan terhadap 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN; pada bab ini menjelaskan 

tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan 

penelitian, Teknik penentuan informan penelitian, Teknik pengumpulan 

data, Teknik Analisisa data dan Teknik Penulisan. 

BAB IV; Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual 

Di Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara No. 1861/Pdt. G/2022/PA. Pbr 

dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN; yang berisikan tentang 

Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau 

dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan 

masalah 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh. Talak 

diambil dari kata اطلاق (itlaq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. 

Sedangkan dalam istilah syara’, talak adalah melepaskan ikatan 

perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.
12

 

Menurut pendapat R. Subekti perceraian adalah penghapusan 

perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak 

selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa 

Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa 

berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, 

menceraikan.
13

 

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya 

hubungan suami istri. 
14

 Sedangkan makna perceraian pada Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara umum pada pasal 28 

bahwa putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa sebab 

yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan sidang. Sedangkan dalam 

                                                           
12 Pengertian, dasar hukum, alasan, akibat hukum perceraian dalam islam. https://an-

nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/  (diakses pada 23 Maret 2023, 

pukul 17. 34). 
13 Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Jurnal Buana 

Gender Vol. 1 Nomor 1, cet. ke-1, 2016, h. 16 
14 Hasmiah Hamid, Perceraian dan penanganannya.  Jurnal Ilmiah Wahana 

Pendidikan,Vol 4, No.4, Desember 2008, h. 25. 

https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/
https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pengaturan 

dalam KHI. Hal ini di karenakan karena KHI bersumber dari hukum 

Islam.  

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau 

langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila 

hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan 

apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, isteri, 

anak, maupun lingkungan nya. Sehingga dalam hukum Islam 

perceraian ini dilakukan dilakukan dengan cara yang baik demi 

mewujudkan kemasllahatan bagi semua pihak yang memiliki 

kepentingan.
15

 

2. Dasar Hukum Perceraian 

1) Al-Qur’an 

Dalam Fiqih Munakahat sudah diatur sedemikian detail tata 

cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak 

menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Maka dari 

itu, perceraian merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan. 

Perceraian itu perbuatan yang halal dilakukan tetapi dibenci oleh 

Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 21: 

ى وَقَدْ  تأَْخُذُوْنوَ وكََيْفَ   غَلِيْظًا مِّيْثاَقًا مِنْكُمْ  وااَخَذْنَ  بَ عْضٍ  اِلّٰى بَ عْضُكُمْ  اَفْضّٰ

                                                           
15 Dahwadin dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Kektentuan Hukum Islam Di 

Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, h. 87. 
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Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya 

kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai 

suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian 

yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (An-Nisa’ : 21)
16

 

2) Hadist 

Thalak asal hukumnya Makruh berdasarkan sabda 

Rosulullah Saw:
17

 

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat 

Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu 

Hatim lebih menilainya Hadits Mursal) 

Adapun peristiwa perceraian dari pihak isteri pada masa 

Rasulullah telah disebutkan dalam sebuah hadis: 

هَا فَحَرَامٌ  بأَْسٍ  مَا غَيْرِ  فِى طَلَاقًا زَوْجَهَا سَألََتْ  امْرَأَةٍ  أيَُّمَا  الْجَناةِ  راَئِحَةُ  عَلَي ْ

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada 

alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” 

3) Undang-undang 

Dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa:
18

 

                                                           
16 Depatemen Agama, op. cit, h. 81. 
17 Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

cet ke-2,  h.202 
18 Dahwadin dkk, op.cit, h. 89. 
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a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  

b. untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri. 

Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah 

menjadi hal yang biasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara 

keduanya, berangkat dari pemahaman bahwa ke tidak tahuan 

masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan 

keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani 

persengketaan yang timbul dari keluarga, salah satunya yaitu 

mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan kemudian timbul 

perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada 

perceraian.
19

 Kemudian apabila dilihat dari berbagai aspek 

terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan 

akan berimbas kepada keluarga itu sendiri.
20

 

Kemungkinan putusnya perkawinan karena tiga hal yaitu
21

: 

kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Putusnya 

perkawinan selai cerai mati terjadi karena cerai talak dan gugat 

cerai dalam pasal 114 KHI yang berbunyi: 

                                                           
19 Alfa, Fatur Rahman, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, Jurnal Ilmiah 

Ahwal Syakhshiyyah , 2019, cet. ke-1, h. 51 
20 Dahwadin dkk, op. cit, h. 90 
21 Pasal 113 : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan 

Pengadilan. (KHI) dan pasal 38 UU No. 1 tahun 1974. 
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“putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. 

Talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya 

mubah dan adakalanya sunnah.
22

 Talak wajib yaitu talak yang 

dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karna perpecahan antara 

suami istri yang sudah berat. Talak haram yaitu talak tanpa alasan. 

Talak ini diharamkan karna merugikan suami dan istri dan tidak 

adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan 

talaknya itu. Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan 

kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal 

suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan 

kewajibannya tersebut. Bisa juga karna istri kurang rasa malunya. 

Sedangkan Talak  mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada 

keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, 

bukannya sikap isteri terhadap suami, atau suami menderita 

madharat lantaran tingkah laku isteri, atau suami tidak mencapai 

tujuan perkawinan dari isteri. 

Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang 

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan cerai. 

 

 

                                                           
22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Terjemahan. Juz III (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), 

cet ke- 1, h. 137. 
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3. Alasan-alasan Perceraian 

Alasan perceraian yang dimaksud disini adalah suatu kondisi 

dimana suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk 

mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka.
23

 

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa 

alasan-alasan perceraian. Sehingga perceraian tersebut dapat 

terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: 

”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

istri”. 

Alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada pasal 19, 

didalam muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 

1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan sebagai berikut:
24

 

a. Salah satu pihak berbuat zina atu menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain luar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

                                                           
23 Makinuddin. “Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia”. 

al- Qanun.Vol. 13 No. 1, 2010. 
24 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, op. cit, h. 181. 
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

4. Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat 

Talak berasal dari akar kata ithlaq, artinya irsal (melepas) 

dan tark (meninggalkan). Athlaqtu al-asira artinya aku membuka 

ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminology 

syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri 

hubungan suami istri.
25

 

Cerai Talak dalam pasal 117 KHI adalah ikrar suami di 

hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan
26

. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: 

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada 

istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis 

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri 

disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu.” 

                                                           
25 M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. (Jakarta: 

PT. Raja Gofindo Persada, 2010), cet. ke-2, h. 19. 
26 Tri Jata Ayu Pramesti, Cerai karna Gugatan dan Cerai Karna Talak. http://pa-

kualakurun.go.id/. 

http://pa-kualakurun.go.id/
http://pa-kualakurun.go.id/
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Cerai talak  hanya dapat dilakukan oleh suami, karena 

suamilah yang berhak untuk mentalak isrinya. Sedangkan istri tidak 

berhak mentalak suaminya. Sedangkan cerai gugat adalah 

perceraian yang dilakukan atas kehendak istri, hal ini diatur dalam 

undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang- 

undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat (1) 

gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya oleh 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, 

kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam cerai gugat juga diatur pada pasal 132 ayat (1) yaitu:
27

 

“ Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya 

kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi 

tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman 

bersama tanpa izin suami.” 

Selain itu dalam cerai talak apabila suami ingin mengajukan 

ikrar talak, suami       tidak mengajukan gugatan melainkan mengajukan 

permohonan kepada istri, karena dalam Islam istri meminta izin 

untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama. Karena talak 

itu ada di tangan suami. Berbeda dengan cerai gugat yaitu istri harus 

meminta cerai dulu kepada suami, karena dalam Islam istri tidak 

punya hak untuk menceraikan suami serta mengembalikan iwadl 

                                                           
27 Amir Nuruddinn dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: 

studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI 

(Jakarta:Kencana, 2004), cet. ke-1, h. 232. 
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kepada suami, hal inilah yang menjadi perbedaan antara cerai talak 

dan cerai gugat. 

Hukum Islam juga tidak mengenal istilah cerai gugat karena 

cerai gugat hanyalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum 

acara di Indonesia. Akan tetapi dalam hukum Islam mengenal 

khulu, yang mempunyai kesamaan dengan cerai gugat dan tetap ada 

perbedaannya yaitu juga dalam khulu itu ada iwadl yang harus 

dibayar oleh istri, dan yang mengucapkan kalimat perceraian (talak) 

adalah suami setelah adanya pembayaran iwadl tersebut. Sedangkan 

cerai gugat tidak ada pembayaran iwadl serta yang memutuskan 

perceraian adalah hakim.
28

 

5. Pengertian Homoseksual dan Sejarahnya 

Istilah kata Homoseksual muncul pertama kali dalam 

Bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert 

Chaddo4ck yang menerjemahkan Psychopathia Sexcualis karya R. 

Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari Bahasa Yunani yang berarti 

sama. Sedangkan seksual memiliki dua pengertian, pertama: seks 

sebagai jenis kelamin; kedua: seks adalah hal ihwal yang 

berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau 

senggama.
29

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Homoseksual 

                                                           
28 Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai 

Gugat”, Jurnal Nizham, Vol 7, No. 1, cet. ke-1, h. 272, 2019. 
29 Siska Lis Sulistiani, Kejahatan& Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia. (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), cet. ke-1, h. 42. 
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adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang 

sama. 
30

Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Nusantara terdapat dua 

pengertian terhadap Homoseksual. Pertama, orang yang tertarik 

nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam 

keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama atau 

cenderung kepada perhubungan sejenis.
31

 

Homoseksualitas adalah suatu cara untuk memenuhi 

dorongan seks dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki,atau 

perempuan dengan perempuan. Jika yang melakukannya laki-laki, 

maka itu disebut dengan Homoseksual.
32

 Sedangkan jika yang 

melakukannya perempuan maka itu disebut lesbian atau lesbi. 

Lawan dari homoseksualitas adalah heteroseksualitas, yaitu 

hubungan seks antara dua orang yang berlainan jenis kelamin.
33

 

Menurut pendapat Djalinus, Homoseksual adalah dalam 

keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. 

Sedangkan menurut pendapat Kartini Kartono dan Dali Gulo 

menyatakan gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk 

menyebut homoseks, yang mana sekarang sering kali di akui oleh 

orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan 

orientasi seks mereka. Homoseks merupakan perbuatan keji dan 

                                                           
30 Qasim  Nurseha,  “Kekeliruan  Kaum  Liberal  Soal  Homoseksual”, Jurnal  Islamia:  

Jurnal    Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol 3, No. 5, cet. ke-1, h. 27, 2010. 
31 Ibid, h. 42 
32 Asmat Purba, “Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: 

Lesbian, Gay,    Biseksual, Dan Transgender (LGBT)”, Jurnal TEDC, Vol 10, No. 2, 2016. 
33 Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis. (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-10, h. 200. 
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termasuk dosa besar, yang merusak etika, fitrah, agama, dan jiwa 

manusia. Homoseks adalah hubungan biologis antara sesame jenis 

kelamin, baik pria maupun wanita. Namun, istilah Homoseks ini 

lebih sering dipakai untuk seks sesama pria sedangkan yang sesama 

wanita dinamakan lesbian. Homoseks menyimpang dari fitrah 

manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hubungan biologis 

secara heterosex, yakni hubungan seks antara pria dan wanita. 
34

 

Homoseks bukanlah hal yang baru, karna sejak zaman Nabi 

Luth kasus seperti ini sudah ada. Homoseks dalam istilah Arab 

disebut dengan Liwath yang ditujukan untuk kaum Nabi Luth. 

Secara Bahasa, Liwat berarti Homoseksual atau sodomi. 

Dan menurut istilah fiqih dikatakan bahwa Liwat itu ialah sejenis 

persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki lain melalui dubur 

(anus).
35

 Allah SWT berfirman dalam surat Al-A’raf ayat 80-84 

yang artinya: 

{80}Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia 

berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan 

keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu 

(di dunia ini). {81}Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu 

kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar 

kaum yang melampaui batas.” {82}Dan jawaban kaumnya tidak 

lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari 

                                                           
34 Ibid, h. 42-43. 
35 M. Abdul Mujeib, Kamus Istilah Fiqih. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. ke-2, h. 

176. 
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negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.” 

{83}Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali 

istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. 

{84}Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.
36

 

Tidak ada catatan yang jelas tentang kapan mulainya 

homoseksual ini, hanya diketahui bahwa beberapa abad sebelum 

Masehi sudah dikenal dengan adanya homoseksualitas. Di dalam 

Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 80-84 yang mana dikisahkan riwayat 

kaum Nabi Luth yang Homoseksual. Bahkan 580 tahun sebelum 

Masehi diTimur Yunani telah berkembang sebuah mitos tentang 

kisah cinta antara putri Sappho yang berasal dari kalangan elit 

dengan murid wanitanya bernama Athis di Pulau Lebos. Dari nama 

pulau inilah kemudian dikenal lesbian untuk homoseksual wanita.
37

 

Menurut Kartini Kartono, mengemukakan banyak teori 

yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual, yaitu:
38

 

1) Faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon 

seks. Faktor ini biasa disebut dengan teori “gay gene”. 

2) Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan 

bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. 

3) Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia 

pernah menghayati pengalaman homoseksual yang 

menggairahkan pada masa remaja. 

                                                           
36 Departemen Agama, op. cit, h. 160-161. 
37 Siska Lis Sulistiani, op. cit, h. 44 
38 Ibid 
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4) Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis 

dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap 

ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual 

yang jadi menetap. 

Dalam hal seseorang yang memiliki kelainan homoseksual, 

sedangkan dia berstatus suami yang sah dari sebuah pernikahan 

yang sah baik menurut agama maupun secara negara dipandang 

dapat menzhalimi salah satu pasangannya, sehingga menjadi salah 

satu akibat dari alasan perceraian khususnya dalam perkara yang 

terdaftar dalam Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 

Perkara 1861/Pdt. G/2022/PA. Pbr sehingga majelis Hakim 

mengeluarkan putusannya sengan mengabulkan permohonan cerai 

tersebut. 

Menurut pendapat Muhammad Rashfi dalam kitabnya al-

islam waaltib, sebagiamana dikutib oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam 

melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang 

negative terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.
39

 

6. Hukum Homoseksual 

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku 

homoseks memerlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan 

dari pelakunya maupun keterangan saksi. 
40

 Menurut pendapat dari 

Ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwa saksi terhadap 

                                                           
39 Siska Lis Sulistiani, op. cit, h. 45 
40 Ibid 
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homoseks sama halnya dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-

laki yang adil, tidak terdapat salah seorang diantaranya perempuan.  

Sedangkan Hanafiah berpendapat bahwa saksi homoseks 

tidak sama dengan saksi zina, karena kemudharatan yang 

ditimbulkan oleh homoseks lebih ringan dari pada yang ditimbulkan 

oleh zina, dan jarimahnya lebih kecil dari pada jarimah zina, serta 

tidak menimbulkan percampuran keturunan.
41

 Oleh karena itu, 

untuk membuktikan homoseks cukup hanya dengan dua orang saksi 

saja dan tidak perlu menghubungkan dengan zina, kecuali ada 

dalilinya. 

Para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang hukuman bagi 

Homoseks, antara lain: 

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh sahabat 

Rosulullah SAW dalam suatu pendapat yaitu Nashir, Qasim bin 

Ibrahim dan Imam Syafi’I, menyatakan bahwa pelaku homoseks 

dikenakan hukum bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang bikr 

atau muhsan.  Yang menjadi dasar hukumnya dalam hadist 

Rosulullah SAW: 

Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata,, “Rosulullah SAW 

bersabda, “barangsiapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan 

kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang 

diperlakukan.” 

                                                           
41 Tarmizi Tahir, “Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan 

Trangender)”, Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 3, No.1, cet. ke-1, h. 61, 

2017 
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Kedua, menurut pendapat Malikiyah, Hanabilah dan 

Syafi’iyah had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, 

baik pelakunya seorang bikr (jejaka) maupun muhsan (orang yang 

telah menikah). Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 83 

yang berbunyi: 

دَ ٓ  نعِ  مُّسَوامَةً  نَ ٓ  الظّّٰلِمِي مِنَ  ىِىَ  مَا وَ  ربَِّكَ   دٍ ٓ  ببَِعِي   

Artinya: “dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang 

zhalim.”
42 

Ayat diatas digunakan sebagai dalil oleh para ulama yang 

berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku Homoseksual adalah 

rajam (dilempari dengan batu), baik pelaku yang telah mnenikah 

ataupun belum.
43 

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan 

para sahabat Rosulullah untuk membahas persoalan Homoseks. 

Diantara para sahabat Rosulullah yang paling keras pendapatnya 

adalah Ali ibn Abi Thalib, ia mengatakan:“ sebagaimana kalian 

ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah 

dilakukan umat manusia kecuali Luth. Maka pelakunya harus 

dibakar dengan api.” 

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada 

pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat 

berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. 

                                                           
42 Departemen Agama, op. cit, h. 231. 
43 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah. ( Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014), cet. 

ke-1, h. 333. 
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Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi 

benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas 

berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang 

paling tinggi disuatu tempat tertentu. 

Negara bagian Kelantan, Malaysia, juga telah mengatur 

tentang Liwath (homoseksual) dalam pengertian sodomi, baik yang 

dilakukan oleh antar laki-laki maupun antar laki-laki dengan 

perempuan lain yang bukan istrinya. Aturan yang diterapkan 

sebagai hukum positif yang hidup dinegara jiran tersebut, menjadi 

bagian dari bentuk ketegasan dan kepedulian pemerintah terhadap 

moral masyarakat dari bahaya penyimpangan dan kejahatan seksual. 

Di Indonesia legalitas homoseksual itu sendiri tidak ada. Di 

samping itu, perkawinan homoseksual juga tidak diakui oleh hukum 

Indonesia.
44

 Selama ini yang dilarang KUHP hanya homoseksual 

yang dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur. Pasal 292 

KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan 

antar orang dewasa.
45

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan berupa skripsi tentang cerai gugat memang sudah 

banyak dikaji, oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat 

persoalan homoseksual sebagai alasan cerai gugat dengan melakukan 

telaah berupa analisis Putusan Hakim. Seperti yang sudah penulis 

                                                           
44 Sa’dan, Masturiah, “LGBT, Agama, HAM: Kajian Pemikiran Khaleed M. Abou 

elFadl”, Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 04, cet. ke-1, h. 12, 2015. 
45 Siska Lis Sulistiani, op. cit, h. 49 
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jelaskan diatas, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami 

isteri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam 

keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian pula dalam melakukan 

perbuatan hukum keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama. 

Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa penelitian yang 

telah dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya: 

1. Imam Hanafi, yang berjudul Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian 

(Analisis Putusan Nomor 838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 

211/Pdt.G/2009/PA.JT).
46

 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Dalam 

skripsi ini menjelaskan tentang perceraian akibat kelainan seksual 

(homoseksual), yang menjadi pembahasan antara lain: skripsi ini 

menjelaskan tentang cerai gugat yang dilayangkan istri akibat suami 

mengalami kelainan seksual (homoseksual) dan juga skripsi ini 

menganalisis putusan Pengadilan Agama Depok dengan Pengadilan 

Agama Jakarta Timur yang berkaitan tentang perceraian akibat 

kelainan seksual (homoseksual) dan membandingkan antara 

pertimbangan hukum kedua putusan tersebut. 

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas 

adalah dalam skripsi ini penulis membahas percerian yang diakibatkan 

suami homoseksual. Yang menjadi pembahasan ialah pertimbangan 

Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan 

                                                           
46 Imam Hanafi, Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 

838/Pdt.G/2009/PA.Dpk dan Nomor 211/Pdt.G/2009/PA.JT), Skripsi S1 Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2011. 
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homoseksual, dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan 

Agama Pekanbaru tentang perceraian akibat suami mengalami 

Homoseksual (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr). 

2. Anda Farida, yang berjudul Gugatan Perceraian dikarenakan Suami 

seorang Hkomoseksual (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.YK).47 Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 

tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Perceraian karena 

suami homoseksual, yang menjadi pembahasan antara lain: dasar 

hukum  pertmbangan hakim dan tinjauan hukum islam dalam 

memutuskan gugatan karena suami homoseksual. 

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas 

adalah dalam skripsi ini penulis membahas percerian yang diakibatkan 

suami homoseksual. Yang menjadi pembahasan ialah pertimbangan 

Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan 

homoseksual, dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan 

Agama Pekanbaru tentang perceraian akibat suami mengalami 

Homoseksual (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr). 

3. Enjeng Januri, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami 

Homoseksual sebagai Alasan Perceraian.
48

 Fakultas Syariah 

                                                           
47  Anda Farida, Gugatan Perceraian dikarenakan Suami seorang Homoseksual (Studi 

terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.YK), Skripsi S1 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
48 Enjeng Januri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan 

Perceraian, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2009. 
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Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 

2009. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perilaku suami 

homoseksual sebagai alasan percerian. 

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang penulis bahas 

adalah dalam skripsi ini penulis membahas percerian yang diakibatkan 

suami homoseksual. Yang menjadi pembahasan ialah pertimbangan 

Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat diakibatkan 

homoseksual, dan juga skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan 

Agama Pekanbaru tentang perceraian akibat suami mengalami 

Homoseksual (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr). 
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   BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan 

metode dalam penelitian untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu 

penelitian dan mudah untuk dipertanggung jawaban. Metode Penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada 

ciri-ciri keilmuan yaitu; rasional, empiris dan sistematis.
49

 

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu 

dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang berdasarkan pada 

kasus atau fakta yang diperoleh dari situasi yang terjadi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena secara apa 

adanya.
50

 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya. Adapun 

jenis pendekatan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 

                                                           
49 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta, 2017), cet. ke- 1, h. 1.   
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfebata, 

2021), cet. ke-3, h. 17 
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terhadap kasus-kasus yang terjadi terbukti berdasarkan fakta hukum yang 

menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Pendekatan kasus disebut dengan istilah ratio decidendi yaitu 

pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.
51

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan 

penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.
52

 Adapun yang menjadi 

lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, 

tepatnya di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tangkerang Labuai, 

Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati 

dalam rangka sebagai sarana. Adapun subjek dari penelitian ini adalah 

Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian atau berupa elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau 

barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa 

mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah 

putusan hakim terhadap cerai gugat kepada suami yang mengalami 

Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru. 

 

                                                           
51 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2005), cet. ke-3, h. 133-164. 
52 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya. (Jakarta: PT. Bumi 

Askara, 2008), cet. ke 1, h. 53). 
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D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang 

mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: Peraturan 

Perundang-undangan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang terkait 

dengan objek penelitian dan Putusan Pengadilan.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang 

merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum tersebut 

terdiri atas: Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, hasil penelitian yang berbentuk laporan arsip 

perkara, jurnal, skripsi, disertai dengan peraturan perundang-undangan.
53

 

c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan 

website. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu yang terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian 

adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu 

yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik 

pengumpulan data berupa obeservasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

                                                           
53

 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-1, 

h. 26   
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1. Observasi  

Dengan cara melihat dan mengamati secara langsung data putusan 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Metode observasi ini digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan tentang “Analisis 

Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseskual Di Pengadilan Agama 

Pekanbaru (Nomor Perkara 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)” 

2. Wawancara  

Adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh 

informasi. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah 

teknik wawancara terstruktur dan mendalam yakni dilakukan melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan 

yang telah diambil yaitu Hakim yang memutuskan perkara Cerai Gugat 

yang diakibatkan Homoseksual. 

3. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data di mana peneliti menyelidiki, mengkaji 

dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai 

dengan pokok permasalahan peneliti diantaranya benda-benda tertulis 

seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan-peraturan, arsip 

perkara dan dokumen pendukung lainnya. 
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F. Teknik Analisa Data 

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, 

karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan 

kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, 

menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang 

dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang 

di teliti di lapangan. 

G. Teknik Penulisan  

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis 

mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau 

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

2. Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-

gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan 

secara umum. 

3. Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan melihat data-data yang 

diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut 

kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang penulis lakukan 

pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulain yaitu sebagai berikut:  

1. Pada perkara perceraian yang penulis teliti, disini Hakim 

mempertimbangkan homoseks ialah sebagai pemicu dari 

perselisihan, itu disebabkan karena bukan hanya satu faktor pemicu 

saja yang menjadi ukuran Hakim dalam memutuskan perkara 

melaikan ada faktor-faktor lain yang mengikutinya yaitu sudah 

sering terjadi perselisihan, pertengkaran terus menerus sehingga 

tidak ada lagi celah untuk kedua belah pihak untuk rukun dan kedua 

belah pihak sudah pisah tempat tinggal.   

2. Semua Ulama Muslim sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis 

merupakan suatu pelanggaran seks, dan merupakan perbuatan yang 

keji. Selain itu istri merasa tersakiti akibat perbuatan suami yang 

mengalami kelainan seksual (homoseksual), karena tujuan dari 

sebuah pernikahan salah satunya ialah untuk meneruskan keturunan 

itu tidak terwujud, sebab suami hanya menyukai sesama jenis (laki-

laki) bukan dengan istrinya sendiri. Oleh karena itu, pendukung dari 

tujuan suatu perkawinan tidak terwujud. Dalam masalah 

homoseksual, di Indonesia sebagai negara hukum tidak terdapat 

Undang-undang yang secara jelas mengatur tentang homoseksual, 
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namun dalam masalah homoseks ini, hal tersebut bisa dimasukan 

pada peraturan yang mengatur tentang perceraian dengan karena 

penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya 

sebagai suami atau istri. 

B.  Saran 

1. Penjelasan tentang homoseksual hendaknya diajarkan di sekolah-

sekolah Madrasah, baik pada tingkat pertama (SMP) ataupun 

tingkat atas (Aliyah). Selain itu, para ulama, da’i, dan khotib pun 

hendaknya menyampaikan hukum honoseksual kepada masyarakat 

dalam kuliah keagamaan dan ceramah sehingga perbuatan yang 

dikecam oleh Allah SWT ini hilang dari kehidupan manusia. 

2. sMembangun sebuah pernikahan ibarat membuat sebuah rumah, 

maka itu, dalam memilih jodoh hendaknya setiap orang mengikut 

sertakan orang tuanya. Bagi calon pasangan suami istri, hendaklah 

setiap pasangan betul-betul saling mengenal satu sama lain, secara 

fisik maupun non fisik sebelum menikah atau sesudah menikah. 

3. Bagi pasangan suami istri hendaknya memahami benar makna, 

tujuan dan hikmah pernikahan yang mereka jalani. Dalam sebuah 

pernikahan harus mempunyai tujuan hidup yang sama dalam 

membina rumah tangga yaitu dengan menjalankan fungsi, hak dan 

kewajibannya masing-masing secara benar dan penuh rasa tanggung 

jawab. 
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4. Bagi Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara yang terbaik 

dengan cerai gugat ini lebih teliti dan bijaksana. Sehingga tidak 

dapat menimbulkan mudharat bagi kedua pihak yang berperkara, 

dan untuk pejabat Pengadilan Agama agar dapat menekankan 

tingginya angka perceraian. 
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